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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREEES
NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbans : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh
Kabupaten Brebes merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah vang berkedudukan sebagai lembaga
pemerintahan daerah yang merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004, maka kedudukan protokoler dan
keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

sMengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang
Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia

I

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Tahun 1987 fie s <2, Combadsa T sl ac
Nomor 3363);

Undang - undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun
2002 Nomor 138, Tambahan Lemberan Negara
Nomor4251);

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan ~Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Nomor4277 ),

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286 );

Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Xedudukan Majelis Per=r~awaratan
Rakvat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Momor
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10.

11,

4310);

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 INomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);

Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Peruridang - undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43
89);

Undang - undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamkahan
Lembaran Negara-Nomor 4437 );

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990

tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata

Temy.at, Tata Upacara dan Tata Pengharmaian
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13.

14.

15.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952): |

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik [..co..25.2 Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
I smbaran Negara Nomor4417);

Keputusan Gubernur Jawa Teagah Nomor 171 / 49
/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Brebes;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/85
/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Dengan Persetujuan Bersama

—

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES

dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KREUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAIN, nAKYAT DAFRAH KABUPATEN
BREBES.

BABI
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerahadalah Daerah Kabupaten Brebes.

2. Penmierintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Brebes yang terdiri dari Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Badan
El:sekutif Daerah.

3. Dewar Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah DPRD Kabupatea Brebes
sebagai Badan Legislatif Daerah;

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil = -wakil
Ketua DPRD Kabupaten Brebes.

5. Kepala Dzerah adalah Bupati Brebes.

6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Brebes.

7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten
Brebes dan telah mengucapkan sumpah / janji
berdasarkan keleniwwo peraturan perundang -

undangan.
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Brebes.
9. Sekretariat DPRD adalah organisasi yang dibentuk

untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas
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pokok DPRD Kabupaten Brebes dalam rangka
meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja
lembaga perwakilan rakyat daerah dengan
memperhatikan pedoman penyusunzn organisasi
perangkat ﬂﬂﬂl‘ﬂl:l.

10. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah
yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten
Brebes.

11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang
diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan
penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam
acara resmi atau pertemuan resmi.

12, Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara
kenegaraan aiau acara resmi yang meliputi aturan
mengenal tata tempat, tata upacara, dan tata
penghormatan sehubungan dengan penghormatan
kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau

kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau

masyarakat,

13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang
diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

. alau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam
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melaksanakan tgas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah
Daerah sertaundangan lainnya.

14. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara
dalam acara kenegaraan dan acara resm.

15. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat hagi
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah
Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara
kenegaraan atau acararesmi.

16. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan
pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat
pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara
resmi.

17. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRID Kabupaten
Brebes sehubungan dengan kedudukannya sebagai
Pimpi:.az 222 Anggota DPRD.

8. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Brebes dalam menghadiri dan mengikuti rapat = rapat

dinas.
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19, Tunjangan jabatan adalah uang yangz diberikan setiap

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Brebes karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota DPRD.

20. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan

21

yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau
Anggota DPRD Kebupaten Brebes sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Ketuz atau Wakil Ketua atau
Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau
Komisi, atau Badan kehormatan, atau Panitia Anggaran

atau alat kelengkapan lainnya.

. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang

disediakan «epada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Brebes berupa tunjangan pemeliharaan
kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan
perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas
jabatan, pakaian dinas, vang duka wafat / tewas dan

bantuan biaya pengurusan jenazah.

22.Uang jasa pengabdian adalah uang vang diberikan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Brebes atas jasa pengabdiannya setelah yang

bersar~kutan diberhentikan dengan hormat.
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23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes.

24, Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat
vang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan
peraturan perundang -undangan,

25, Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah
otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai
dengan peraturan perundang - undangan.

26. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB 11
KEDUDUKAN PROTOKOLER
~ PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 2
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan
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Protokoler dalam Acara Resmi.
(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Acara Resmi Pemenntah yang diselenggarakan di
Daeiah; :

b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan
Pejabat Pemerintah;

c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh
Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi
yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai be rikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;

b. Wakil- wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala

Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya:

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat

Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau
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Satuan Kerja Daerah lainn; a.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat - rapat DPRE sebagai berikut:

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil - wakil Ketua
DPRD:;

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan
sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;

c. Wakil - wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua
DPRD;

d. Ang.gﬂta DPRD menduduki tempat yang telah disediakan
untuk Anggota;

e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan

kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5
Tawa tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan
Pelantikan Kepala Daerah d.n Wakil Kepala Caezak -2t zal
herilut:
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan
mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;
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Wakil - wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua

DPRD;

Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan
untuk Anggota;

Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah yang lama,
duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil
Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil - wakil Ketua
DPRD:

Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan
kondisi Ruangan Rapat;

Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah
pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil - wakil Ketua
DPRD;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru
dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil
Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.
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Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota

DPRD meliputi:

a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan
Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk
duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji, "
duduk di tempat yang telah disediakan;

c. Setelah pengucapan sumpah / janji Pimpinan Sementara
DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;

d. Pimpinan DPRD yang lama- dan Ketua Pengadilan
Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang
telah disediakan;

¢. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di

temnpat yang telah disediakan; dan

g. Pers/kruTV /Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7
Tata tempat dalam Acara pengambilan Sumpah / Janji dan
Pelantikan Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD hasil
Pemilihan Umum sebagai berikut:
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a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepals
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan
Ketua Pengadilan Negeri;

c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil - wakil
Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua
Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8
(1) Tata upacara dalam Acara Resrai dapat berupa upacara
bendera atau bukan upacara bendera.
(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan
kekhidmatan jalannya acara resmi, diselengarakan tata

upacara sesual dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan
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Pasal 9
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan
sesuai dengan penghormatan yarg diberikan kepada
Pejabat Pemerintah.
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
a. Uang Representasi;
b. Uang Paket;
Tunjangan Jabatan;

o o

Tunjangan Panitia Musvawarah:

Tunjangan Komisi;

o

f. Tunjangan Panitia Anggaran;

g. Tunjangan Badan Kehormatan:

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang
Representasi. ;
(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji
Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 %

(delapan puluh perseratus ) dar1 Uang Representasi Ketua

DPRD.
(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % ( tujuh

puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua

DPRD.
(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan
Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama

dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri

Sipil.

Pasal 12
(1) Pimpinandan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
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10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang

bersangkutan.

Pasal 13
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan
Jabatan. ..
(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari

masing -masing Uang Representasi.

Pasal 14
Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia
Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan
Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
diberikan tunj angan sebagai berikut:
a. Ketua sebesar 7,5 % ( tujuh setengah perseratus ) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus ) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4 % ( empat perseratus ) dai
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 % ( tiga perseratus ) dari Tunjangan
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Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15
Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 16
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya

diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan

pengobatan.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat
pemeliharaan kesehatan dan pengotbatan yaitu suami atau
istri beserta 2 (dua) orang anak.

(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

pembayaran premi asuransi keschatan kepada Lembaga
Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah

Daerah.

Pasal 17
(1) Pimpinan DPRD disediakan masing - masing 1 (satu)
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rumah jabatar beserta perlengkapannya dan 1 (saiu) unit
kendaraan dinas jabatan.

(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta
perlengkapan-nya dan kendaraan dinas jabatan
dibebankan pada APBD.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa
baktinya. wajib mengembalikan rumah jabatan beserta
perlengkapannya dan kendzraan dinas dalam keadaan
baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu)

bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing - masing 1
(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.

(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya
dibebankan pada APBD.

(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir
—:asa baktinya, wajib mengemrbalikan rumah Ain~s
beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak
tanggal pemberhentian.
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Pasal 19 Pasal 22

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Angpots Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meningga! dunia.
DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan keradaahli waris diberikan:
Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atay a. Uang duka wafat sebesor 2 { dua ) kali uang representasi
digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah strukiur atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas
bangunan dan status hukumnya. diberikan uang dukascbesar 6 ( enam) kali wang
ropresentas;
Pasal 20 b. Bantuanbiayapengurussn jenarah.
{1} Dalam hal Pemerintah Dacrah belum dapat menyediakan
: R : Bagian Ketiga
rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Angpols .
Uang Jasa Pengabdian
DPRD, kepada yang bersangkutam diberikan tunjungan Pasal 13
as

perumahan.
(2} Tunjangan perumahan scbagaimana dimaksud pada ayat

{1} Pimpinanatau Anggota DPRD s ang meninggal dunia atan

mengakhiri masa baktinya diberikar uvang jasa

1) berupa uang isesuai
(1) berupa vang sewa rumah vang besamva disesusikan pengabdian.

dengan standar harga sectempat yvang berlaku yang

{2) Besammya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud

ditetapkan dengan Hcp:_:l:usan Kepala Daerah. pada ayat (1) disesusikan dengan masa bakti Pimpinan
dan Angeota DPRD dengan ker2niuan:

Pasal 21 a. Masa bakti kurang dadi | ( sam ) tabun

(1) Pimpinandan Anggota DPRI) disediakan pakaian dinas. dihitung | ( satu ) tahun penuh dan diberikan vang jasa

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas pengabdian | ( sam) bulan uang representast;

e

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, b. Masa bakd sampai dengan | (sam) tahun, diberikan
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wang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representas;

c. Masa hakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian 2 {(dua) bulan uang represcntass;

d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan vang representas:;

e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang
representasi;

f. Masa bakti sampai dengan 5 { lira ) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian setinggi - tingginya 6 ( enam )
bulan uang representasi,

(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal
dunia. wang jasa pengabdian scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan k;-pudu ahli warisnya,

{4) Pembpayaran uang jasa pengabdian dilakukan seiclah vang
bersangkutan dinvatakan diberhentikan secara hormat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BABIV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24
(1} Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk

(2)

(H

(2)

Tl
L

mendukung kelancaran tugas. iungsi dan wewenan::
DPRD.

Belanja Penunjang Kegiatan sebaguimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
Rencana Kerja vang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAR YV
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25
Sekretaris DPRD m=nyusun belanja DPRD vang
terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRED, wnjangan kescjahteraan Pimpinan
dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang
Kegiatan DPRD vang diformulasikan ke dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Sacan Kerja
Perangkat Dasrah Sckretanat DPRD.
Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebapgaimana dimal.sud padaavat (1) teo_to: 2 am
ketentuan Pasal 10. diangenrkan dalam Pos DPRD.
Tunjangan kesejahteraan Pimpiaon dan Anggoiz
DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (1
tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal

I8. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 sera
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Belanja Penunjang Kegiatan DPRID sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan |
dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke
dalam jenis belanja sebagai berikut:
a. BelanjaPegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Perjalanan Dinas;
d. BelanjaPemeliharaan;
e, Belania Modal,
{4} Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris
DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang undangan.

i

Pasal 26
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan vang
ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini. dinyatakan
malanggsr hukum,

Pasal 27
(1) Anggaran belania DPRD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari APBD.
w2} Penvusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertangpung-

27

jawahan belanja DFRID sebhaga.mana dimaksud pada ayal
{1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat
dacrah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
FPasal 28
(1} Apabila di kemudian han terdapat perubahan peraturan
perundang  undangan yvang mengatur ketentuan ind,
maka skan diadakan penyesuaian sebagaimana
mestinya.
(2} Perubshan atas keputusan imi, dilakukan selambat
lambatnva 6 ( enam ) bulan sejak divndangkan
peraran perundang undangan tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Dalam hal tenadi permasalahan pelaksanaan Peraturan
Daerah ini, penyelesaiannyva difasilitasi oleh Gubemur Jaws

Tengah selaku Wakil Pemerintah.
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Pasal 30
Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka
ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 77 Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pokok pakok
pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturaa Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetshuinya,
memerintahikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal § Januari 2005
BUPATI BREBES,
Cap
tid.

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBERAN DAERAH
KABLUPATEN BREBES
TAHUN 2005 SERI E NO. 1
DIUNDANGEAN DALAM [ EMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
PADA TANGOAL : 13 JANUARI 2003
YMT SEKRETARS DAERAH
ASISTEN |
Capod.

KARSONOD, 5.50s,
Pembina
NIP 500037245
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e

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .
KABUPATEN BREBES .

PENJELASAN UMUM

Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga
Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.-

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai
kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan
dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa
antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama
dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat
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3
kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Dae:a,}_! , ,
dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan atonomi daer DPRD niu:mpakan p-r::ln:nmla.n dalam ra_ngka penyediaan ata_u p-:mhe.inan.
. 4 1 . penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang
sesuai dengan tugas dan fungsi masing -masing Berdasarkan by kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui
tersebut antar Fedua lembaza wajib memelihara dan membangy, APRT Bacdausta Gk afsiend. efdoibng  irlaspai g
Hbyies. e Fauﬂ_,' MM e sla‘:u dema nin harks. S bertanggung jawab dengan fujuan agsr iembaga tersebut dapat
mendukung, bukan saling lawan atau pesaing. meningkatkan kinerianva seswai demgan Rencana Kerja yang
. ditetapkan oleh Fimpinan DFRD,
Untuk tesjalinnya hubungan kera yang harmeonis dan saling
mendukung, diperfukan adanya pengaturan tentang bak - hak 1. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL
protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebu Pasal |
bertwjuan agar masing - masing memperoleh hak dan melaksanakas Cukupjelas
kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangks Pasal 2 Ayat (1)
kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam Cukupjelas.
melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungas Ayat(2)
dan mekanisme checky and balances antara lembaga legislatif das Hurufa
eksekutif, meningkatkan kulailtas, produktifitas dan kinerja demi Acara Resmi di Daerah acara adalah vang
terwaudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, diselenggarakan di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten,
Kecamatan dan Kelurahan / Desa
Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Huruf b
Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan Cukup jelas.
patau acara resmi Pemerintah yang "'disclcnggamkan di  Daerah Hirrule
. zhubungan dengan jabatannya sebagal Pimpinan dan Anggora DPRD. Cukup jelas
engaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan Pasal 3
r+ta penghormatan. Cukup jelas.
Pengaturan mengenai hak - hak keuangan Pimpinan dan Anggota Pasal4
Cukup jelas.
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Pasal 5
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah day Ayl ;
3 ¥ Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama
wakil Kepala Dasah berlangsung di Gedung DPRD. i i i b b e Hiad g
Rl ; Golongan IV
Culoup jelas. Ayar(2)
rasaly Y Cukupjelas
Cukup jelas Eowidis
Pasal 8 2 Cukup jelas.
Cukupjelas. Pasal 17
Pasal @ Ayat(1)
Cukupjelas, Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas
Pasal 10 jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang
Culup jefas. ditetapkan dengan Keputusan Bupan Brebes.
Pasal 11 Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan besera
Cukupjelas. perlergkapan serta 1 ( sam ) kendaraan dinas jabatan,
Pazal |2 dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemenintah Daerah
Cukup jelas dengan Pimpinan DPRD.
Pasal 13 Ayat(2)
Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 14 Ayat(1) Aya(3)
Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya sepert Panitis CahpEes:
Legislasi. - Fasal 15
Pasal 15 ; Ayat(l) ; :
i Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta
Cakupion. periengkapannya berpedoman pada standar di :
) yang ditetapkan

tasal 16
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B

dengan Keputusan Bupati Brebes. Penyerahan pemakaian |
rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam I
ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang
bersangkutan.
Ayat(2)
Cukupjelas
Ayat(3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas, :
Pasal 20 I
Cukup jelas.
Pasal 21
Avat(l)
Pakaian Dinas beserta atributnya terdin atas :
a  Pakaian Sipil Hanan disediakan 2 (dua) pasang dalam zat
tahun;
b. Pakaian Sipil Resmu disediakan 1 (satu) pasang dalam sam
tahun; dan
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima |
- tahun, : '
Avat(2) i
Penetapan standar satuan harga dan  kualitas bahan |
pakaian  dinas mempertimbangkan prinsip penghematan,
kepatutan dan kewajaran,

Pasal 22
Huruf a
Cukupjelas.
Huruf b
Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan
dalam APBD sejak dan rumah duka atau ternpat tugas sampai
ke tempat pemakaman.
Pazal 23
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukupjelas.
Ayat(4)
Llang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Avat(l)
Cukupjelas.
Ayat(2)
Cukupjclas.
Ayat (3}
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Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanjy

adalah sebagai benkut

a  Belanja pegawai antara lain untuk kebunshan belanja Gay
dan Tunjanzan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengay
golongan jabatan.

b. Eelanja barang dan jasa yaitu wntuk kebutuhan belanjy
barang dan jasa habis pakai, seperti alar wlis kantor
pakaian dinas Pimpinan dan Anggcta DPRD dan Pegawa
Sckretanat DPRD, sewa rumah, premi asuransi keschatan,
konsumsi rapat daerah, belznja listrik, telepon, air, gas dan
ongkos kantor lainnya.

c. Belanja pejalanan dinas yaitu belanja Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnys
atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam
Daecrah mavpun keluar Daerah yang besamya disesuaikan
dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil
Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor DPRD dan Sckretariat DPRD,
rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggcta DPRD
dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD.

e Belanjamodal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/
perivasan/ penambahan Gedung Kantor f Rumah Jabatan!

Rumah Dinas, pengadaan perlenghapan / peralatan
kantor. pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD.

yang zifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat(4)
Cukupjelas.
Pasal 26
Cukupjelas
Pasal 27
Cukupjelas
Pasal 2R
Culupjelas
Pasal 29
Cukupjelas.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal31]
Cukupjelas.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

